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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang rhenjadi kewajiban
pemerintah bersama masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ;

bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai rlengan
perkembangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan
internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, te{arah,“dan
berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan sebagai satu sistem pendidikan ;

bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang
dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk
memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan ;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam hbruf a, huruf b,
dan huruf c. perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

. Pendidikan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1850 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketgntuan Pokok
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyan |;ndang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3670) ;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia ~ Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lerabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) ;
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Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

( Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksudkan dengan :

~
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Daerah adalah Kabupaten Kediri selanjutnya disebut Daerah.

Bupati adalah Bupati Kediri.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Keluréhan.

Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belejar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia. serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,
yang diselenggarakan di Kabupaten Kediri.

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui pezgta didik untuk mengembangkan potensi
diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai deAgan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.

Jenis pendidikkan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan
suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada sefiap jenjang dan jenis
pendidikan.

. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak

sejak lahir sampai dengan usia enam lahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu perlumbuhah dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikar

menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (M) atau bentuk lain
yang sederajat serta Sekolah ~Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah,
atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan  pendidikan dasar, berbentuk
Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang
mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi. ,

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan linggi.
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Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan
menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara
maju.

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan
dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental,
sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau

mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
Pendidikan jarak jayh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan
pembelajarannya rrznggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi,

inférmasi, dan media lain.

. Péndidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat

menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli imu agama.

_Pendidikan berbasis daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang

menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya
pengerribangan potensi, ekonomi, sosial, han budaya masyarakat Kabupaten Kediri.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosiol, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari,
oleh, dan untuk masyarakat. .

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan  nonformal yang menyelenggarakan program
kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir
sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan
dan program. kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

. Taman Kanak-Kanak selanjutnya dis\gpugTK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak

usia-dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

_Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA

adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formai yang
menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai
dengan 6 (emam) tahun

_ Taman Kanak-Kanak Al Quran yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program
pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Sekolah pasar yang selanjutnya disébut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyel,enggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan —pendidikan  umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.

Taman Pendidikan Al Quran yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh)
tahun keatas.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
seBagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam
pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di
dalam binaan Departemen Agama.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
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38. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

39 Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak
Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB).
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).

40. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan  pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang pendidikan menengah sabagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat
di dalam binaan Departemen Agama.

41. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebul MAK adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan Kejuruan dengan kekhasan agama
Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain
yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama. ‘

42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.

43. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.

44 Kufikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar.

46 Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

48. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajlkan data kependidikan
meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan,
sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran
serla masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

49. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

50. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam
pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau
satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kediri.

51. Penyelenggard pendidikan adalah  Pemerintah  Daerah, atau masyarakat  yang

' menyelenggarakan pendidikan.

52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem
pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidika’: agar
proses “pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, — Badan Hukum penyelenggara satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan  pendidikan
pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan ~pada jalur pendidikan formal, dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

54 Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelengcaraan
sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan
pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional

55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan oroses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. serta
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendid: dan
perguruan tinggi.

56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan pendidikan.



'y =

57. Pesgrta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat
sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

59. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pengawai tidak tetap yang
diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah
atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.

60. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat
atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

51 Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandri yang menetapkan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur
formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

62. Badan Akreditasi Pendidikan Non-Formal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu
pada Standar Nasional Pendidikan. _

63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat
yang peduli pada pendidikan.

84. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali
peserta didik, komunitas sekolah  atau madrasah, sera tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.

65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan
pendidikan.

66. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kediri, penduduk luar Kabupaten Kediri, dan
warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Kediri.

67. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

88 Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian
waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang
bermanfaat bagi kehidupan.

69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya
sehari-hari secara tepat guna  untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.

70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian
waktunya sehari-hari pada hari efeklif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam
sekolah. :

BAB I
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang
cerdas dan bermartabal untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan
potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
nerakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan
internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB llI
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 3
(1) Pé_ndidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi

tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat
dap Peserta Didik.
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(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
multimakna.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara
berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.

(5) Péndidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan
dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.

(6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bag:
segenap warga masyarakat. _

(7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah
dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam
penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Warga Masyarakat

i Pasal 4

(1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.

(2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.

(3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan
sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(4) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak
mendapatkan pendidikan khusus.

(5) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana
sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

(6) Warga masyarakat berperanserta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi,
keluarga, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 5

(1) Warga masifarakat harus mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.

(2) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan
penyelenggaraan pendidikan.

(3) Warga masyarakat berperanserta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya
membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Kedua
Orang Tua

Pasal 6

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi
perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

(1) Omang tua harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk
memperoleh pendidikan.

(2) Orang tua harus memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi
sésuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.

(3) Oféng tua harus mendidik anaknya belajar di rumah.
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(4) Oréng tua harus membiayai kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali
bagi orang tua yang tidak mampu dapat dibebaskan dari keharusan tersebut dan menjadi
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 8

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
program pendidikan.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Bagian Keempat
Peserta Didik

Pasal 9

(1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

(2) Setiap. peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan
program akselerasi.

(3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.

(4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan
berhak.mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat.

(5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.

(6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat
intelek{ual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan
dan kepatutan.

Pasal 10

(1) Setiap peserta didik harus menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan
tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik harus menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan
proses dan keberhasilan pendidikan.

(3) Setiap peserta didik harus mengikuti proses belajar setiap hari efektif di sekolah.

(4) Setiap peserta didik harus memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan
keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Setiap peserta didik harus mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik

Pasal 11

Pendidik terdiri dan guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai
dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
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i Pasal 12

Guru §ebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam melaksanakan tugas berhak:

memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;

mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intetektual;

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang

kelancaran tugasnya,

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan,
dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. méfnperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas
dan kewajibannya;

i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam panentuan kebijakan pendidikan;

®a0ow

j.  memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan

kompetensi;

k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Dalam melaksananait wWgas guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan
belajar yang bermutu serta  menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

¢. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan
sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;

memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,

ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta

didik dalam pembelajaran;

9. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan
etika;

h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

™ O

Pasal 13 e

Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam melaksanakan tugas berhak :

a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial
berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;

b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kefja;

c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari
pemierintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;

d. memperoleh perindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas
dan kewajibannya;

Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang

sesuai dengan kekhususannya berkewajiban :

a. menyusun rencana pembelajaran;
b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media

pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
mengevaluasi hasil belajar peserta didik;

menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
melaporkan kemajuan belajar.

© -0 ao
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Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

it Pasal 14
Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti,
pengeﬁ}bang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
Tenaga kependidikan berkewajiban :
a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis,
inovatif, dan bermartabat,
mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkalkan mulu pendidikan,
memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

©aoo

Bagian Keenam
Pemerintah Kabupaten

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten wajib:

mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan
pendidikan;
menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini,

satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga
” masyarakat tanpa diskriminasi;

menyediakan dana guna-penuntasan wajib belajar g tahun;

menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peseria didik dari
keluarga tidak mampu dan anak terlantar;

pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu;

memfasilitasi terseﬁ?gnya pusat-pusai bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap
desa/kelurahan; :

mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;

mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;

membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;

menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya
pendidikan yang bermutu;

memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna
mendukung pendidikan yang bermutu,

memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangen ilmu
pengetahuan dan teknologi;

menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan ikliri yang
kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendid kan;
mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aklif dalam penyelenggara:n dan
peningkatan mutu pendidikan.
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10.

11

12.
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14,

15.

16.

Jit.

18.+

19.

20.

21.
7}
23
24,

25.

J

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor 109, Tambahan Lembaran
Necara Republik Indonesia Nomor 4235) ; _
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) :

'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
" Perundang-undangan (Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negarp Republik Indonesia Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomgr 4437) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemefniahan Daerah (Lfmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor \ 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahup 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586) ; A

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Ta n 2000 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawa| Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4014) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara  Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 7Pengelofaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 4737) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia|Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan
Akreditasi Sekolah/ Madrasah ;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Stander Isi
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan ;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan
Menteri F endidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 ;
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Bagian Kesatu
Umum

i Pasal 16

Q&i‘ltl(r/z;enﬁidikan terdii atas pendidikan fonnal,\__r}on formal, dan informal yang dapat saling
me

1 :

enakapi dan inemperkaya. . -

(2).Jen};r?g'§endidikan formal terdii aw@s pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
: g S :

(3% Jeni's‘ pendidikan ‘mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan,

“khusis.
Pasal 17

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan,
Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

pendidikan anak usia dini (PAUD); |

pendidikan dasar;

pendidikan menengah; \

pendidikan tinggi; g g
pendidikan non formal; ‘

pendidikan informal;

pendidikan bertaraf inteasional dan berbasis keunggulan daerah;
pendidikan khusus dan layanan khusus;

pendidikan jarak jauh;

pendidikan keagamaan.

oD@ mea0 o

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 18

(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh
potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuali
dengan ‘tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan
selanjutnya.

(2) Pendidit.an anak usia dini bertujuan :

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
heriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan
bertanggungjawab;

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik
pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan
menyenangkan.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 19

(1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan
informal.
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(2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan-pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan
yang dilaksanakan masyarakat setempat. y

(5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan
umum, keagamaan dan khusus.

d Pasal 20

Penyelenggaraff_an pendidikan pada TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program

pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 21

(1) Peserta didik TPA atau dentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam)
tahun.

(2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.

(3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak 4 (empat) tahun sampai 6 (enam)
tahun. _

(4) Peserta didik TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai

dengan 6 (enam) tahun.
Pasal 22

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat
disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 23

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun non-formal dapat pindah
ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Paragraf 4
Penyelanggaraan

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
anak usia difi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 25

(1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan
dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta
kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di
masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.



-~

13 =

(2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangannya
potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, beriimu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi
warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih
lanjut.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 26

(1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.

(2) Bentuk satuan pandidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, M, atau bentuk
lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

(3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program

akselerasi.
(4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum,

keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 27

(1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6
(enam) tahun.

(2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat
diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.

(3) Peserta didik pada SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI, atau bentuk
lain yang sederajat.

Pasal 28

(1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.

(2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, M,
SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 29

Ketentuan febih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 30 Vv

(1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke
pendidikan tinggi dan’atau untuk hidup di masyarakat.
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(2) Pendidikan menengah kejuruan  berfungsi  menyiapkan peserta didik menjadi manusia
produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai

persyaratan pasar kerja.
Pasal 31 v

(1) Pendidikan menengah bertujuan  membangun  landasan bagi  berkembangnya polensi
peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, ~ percaya diri, dan
menjadi warga negara  yang demokratis  dan bertanggungjawab untuk mengikuti
pendidikan lebih lanjut atau bekerja dalam bidang tertentu.

(2) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual,
emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan
keterampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta
didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

(3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual,
emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki
sikap wirausaha dan memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk
bekerja dalam bidang tertentu dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan
pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 32 -

(1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.

(2) Pendidikan menengah berbentuk SMA. MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

(3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebin
2njut di pendidikan tinggi dan hidup di dalam masyarakat.

& 3ME dan tAA terdin atas 3 (tige) tingkat, kecuali program akselerasi dan untuk SMK dan MAK dapat
ditambah satu tingkat.

(5) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan,
keagamaan, dan khusus.

Pasal 33 v

(1) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.

(2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.

(3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di dasarkan pada
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha
Votananakeriaan haik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian
yang terkait dengan unaya-upaya pelestarian warisan budaya.

(4) Penataan dan pengembangan  spektrum  program keahlian dilaksanakan Pemerintah
Daerah setelah medapatkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 34

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat
yang telah lulus dari SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

et

&

Pasal 35

(1 Peséﬁa didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program
keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
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(2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke
SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan mepengah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Tinggi

Pasal 37

(1) Pemerintah Kabupaten mendukung dan/atau membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain
pengaturan kurikulum akreditasi dan pengangkatan tenaga akademik. _

(2) Pemerintah Kabupaten memberikan pertimbangan pembukaan dan penutupan serta pembinaan
dan penertiban  penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemerintah Kabupaten mendukung dan/atau membantu penyelenggaraan kegiatan
ekstrakurikuler dan penelitian pendidikan tinggi yang relevan dengan kepentingan daerah.

(4) Pemerintah Kabupaten mendukung dan/atau membantu kegiatan  ekstrakurikuler mahasiswa,
penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang tidak mampu dan penyelesaian studi bagi
mahasiswa yang berprestasi yang bersal dari masyarakat Kabupaten Kediri.

Bagian Keenam
Pendidikan Non-Formal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 38

(1) Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan
formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan
potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang
hayat.

(2) Pendidikan non-formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup,
keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 39

(1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
lembaga kursus;

lembaga pelatihan;

kelumpok belajar;

pusat kegiatan belajar masyarakat;

—aialic $allim:

THIMA) e s eee sy

satuan pendidikan yang sejenis.

~O a0 oo
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(2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelengga(akan p_e}z(ndidikgn bfga::;gﬁ rr:gjgaﬂiﬁ
emerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, ~sikap ~dan ‘

ﬁ;r?geg]bangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan

ndidikan ke tingkat yang lebih tinggi. . ‘

(3) S(eelo%pok bekaja? menyelenggarakan kegiatan untuk mepgmpung d_ap memenuhi k(labutuhan belajar

sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal. . a

(4) Pusat kegiatan  belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagatkprog(rja .

pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka menge(aj omon?ul;
kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan u

masyarakat. . '
(5) Ma}ey}is ta'lim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan

belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 40
a. Pendidikan kecakapan hidup,
b. Pendidikan anak usia dini;
c. Pendidikan kepemudaan,
‘ d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
w» e. Pendidikan keaksaraan,
f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
g. Pendidikan kesetaraan; dan
h. Pendidikan lzinnya.
Pasal 41
(1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan
pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial dan
kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
(2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual,
. kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
(3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-
program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
, Pasal 42
& A
- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf ¢ merupakan pendidikan
yang diselenggarakan untuk mempesiapkan kader pemimpin bangsa.
(2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada
penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika oan kepribadian, estetika,
iimu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, kecakapan hidup bagi pemuda

eshanai kader pemimpin bangsa.

(3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang
keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan
budaya, ilmu  pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan,
kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan
kewirausahaan.

Pasal 43

(1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d
merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

(2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam
pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar
kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

-
e
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(3) Pendidikanpemberdayaan perempuan mencakup:
a. Pening“katan akses pendidikan bagi perempuan;
b. Pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
¢. Penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 44

(1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan pendidikan bagi
warga masyarakal yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa
Indonesia, - dan  berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung,
dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam

kehidupan sehari-hari.
(3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 45

(1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f
merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik
dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja
atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

(2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penyuasaan pengetahuan dan keterampilan
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian, profesional sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif

Pasal 46

(1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g merupakan program
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.

(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada
jalur pendidikan nonformal.

3) Program|Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.

4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.

) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.

)

(
(
(5 |
(6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 47

(1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga
masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau
melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

(2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga
masyarakat yang ingin belajar untuk rnengembangkan diri, hekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat
pendidikan yanq lebih tinggi

(3) :'(Z?ae:?siilr?:j pafda ma;elug taklirn adalah manyarakil mur;lhm iy g bslogar dane inestilsilinni
) am dan/atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hid

(4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat ’pemuda ’ =

(5) P[eserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (Iima belas) tahun ke
?nggngg;;g? belum dapat membaca, menulis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa

(6) Peserta didik pada Program Paket A adalah a i
i sl nggota masyarakat yang berminat menempuh
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(7) Peserta didik pada Program Paket £ adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Pakel A,
atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yeng berminat menempuh pendidikan setara

SMP/MTs
(8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B,

atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara
SMA /MA

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 48

Ketentuan 4ébih fanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 49

(1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna

mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya,
nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan  dan
keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan
Bentuk dan Kegiatan

Pasal 50

(1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan
pembeiajaran secara mandiri

(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan
melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta
interaksi-dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 51

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 52

(1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui
ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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' Bagian Kedelapan
Pendidikan Bertaraf International dan Berbasis Keunggulan Daerah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 53

(1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan

eserta didik yang berkualitas international. : - o
(N gandidik&h hertaraf internasional bertujuan untuk mer}ylapra;lpeserta didik yang memiliki
‘ engetah‘i_xan ketrampilan dan kepribadian yang berdaya saing g'o al. _

(3) ?’endidikéh berbasis keunggulan daerah yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk

menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.

idi [ h bertujuan untuk men iapkan peserta didik yang memiliki'
(4) Pendidikan berbasis keunggulan daera i y e ot

pengetaﬁuan ketrampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pen
ekonomi_fsosial dan budaya masyarakat daerah.

-‘ Paragraf 2 -
{! Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Fazal

(1) Pendidikan pertaral intemastonal Jiselengaarahan  metahw jalue pondicihan Aol dan ataw
nonformal.

(2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal
dan/atau informal.

(3) Pendidikan bertaraf intemasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal
berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK serta satuan pendidikan lain yang
sederajat.

(4) Pendidikan bertaraf intemasional dan berbasis keunggulan daerah nonformal berbentuk

\ lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat. -

\ (5) Pendidikan berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

(6) Jenis pendidikan bertaraf intornasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 55

,‘ (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada satuan pendidikan

1 dasar! dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf
intemdsional.

(2) F’eme:ﬁntah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangrya satu pada satuan pendidikan
dasar’ dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis
keunggulan daerah.

(3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf intemasional dan pendidikan
berbasis keunggulan daerah.

(4) Pemerintah Kabupaten membimbing dan membantu masyarakat  dalam penyelenggaraan dan
pengembangan satuan pendidikan bertaraf intemasional dan berbasis keunggulan daerah.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mergenai tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf intemasicnal dan
berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 diatur
dengan Peraturan Bupati. :
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Bagian Keenam
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 57

(1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat! kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental,
sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial
bertujuan  untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian
seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.

(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kuailtas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional,

sosial dan bakat istimewa yang dimilikinya.
(4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik karena

mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
(5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara

berkesinambungan.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 58

(1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal,
nonformal dan informal
(2) Pendidikan khusus formal pagi peserta didik yang momiliki kondala fislk, omosional, mental, sosial
bmeargir;tuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau  kolas inklusit sosuni dongn [BOJANg. Meking
ing.
(3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik iliki '
o . yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bak
istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidik o
atau bontuk Isih ying sedersiat pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK,
(4) Bentuk penyelenggara idi : -
kecerdaspan éan/a?gu b::atpigggznmqrazzgg;?an};hZ?r‘rj]ikts)sgl gﬁserta tdt’adlk S S
5 i
5 gentdq}[;.telaskkhusus dan/atau satuan pendidikan khusus, SRR e
endidikan khusus formal bagi idi it -
SiioNE tBpat bomps pro?;%!a rges;eriegradtl:nyango n:emmkl potensi kecerdasan dan/atau bakat
(6) percepatan dan program pengayaan.  JIRNE, PORGRYY Shou. eliugee Deog
Pendidikan khusus dan layanan khusus nonfo y
; mal berbentuk lemb. :
- ;gmté_agi pe:g}uhan serta satuan pendidikan lain yang sederajat TN B b,
endidikan khusu i o
18) Jenis. pendidikan Skﬁf; Llf;yadr;é:‘n T:;:#:nmmt;ﬁts beS?t:a:tgfc pendidikan keluarga dan lingkungan.
pendidikan umum, kejuruan, keagamaan. dan khusus. gaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 59

Faserts didile tarls rerdician Cruse Aar tagsrarn ¢y e
e e _ef.c;c:x_r.r. CALIS CZC BYEZC TS WA NS e gty cresr e e
CETSYEEEr Setagarara drakan ooz Sanal 57 -
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Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

- Bagian Ketujuh
Pendidikan Jarak Jauh

! Pasal 61
Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh sesuai
dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 62

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli iimu agama
(2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didk yang memahami dan
mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan
luas, krtis kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 63

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur sesuai dengan
katantuan neraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan
keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana
dimaksud datam Pasal 62 dengan Pasal 64 diatur dergan Peraturan Bupati.
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BAB VI
PENGELOULAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 66

(1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
Pemerintah;
Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten;
Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan
hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan; dan
e. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
nonformal. _
(2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
¢. Peningkatan efekfifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Qo oo

Pasal 67

(1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 didasarkan pada program kerja
dan ananaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh
Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). ' (

(3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan
hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana
strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

(4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan
pendidikan pada jalur pendidikan format dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal
didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua
Pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 68

(1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan
daerah dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
sekurang-kurangnya dalam
a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan;
c. Peraturan perundang-undangan daerah bidang pendidikan.

(3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
mengikat ;

Semua perangkat daerah,

Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan,

Satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;

Penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal,

Dewan Pendidikan Kabupaten;

P aooo
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f. Pendidik dan tenaga kependidikan;

Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
Peserta didik;

Orangtua/wali peserta didik;

Masyarakat;

k. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

s@
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Pasal 69

(1) Pemerintah  Kabupaten mengarahkan, membimbing, —mensupervisi, mengawasi,
mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan
daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

(2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:

a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional  dan
berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;

b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah,
pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan bertaraf intemasionai
dan berbasis kunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan
jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;

c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat;
menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
menuntaskan program buta aksara;
mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan
penjaminan mutu pendidikan,

Te oo

Pasal 70

(1) Untuk melaksanakan akreditasi, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/
Madrasah.

(2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau
program nendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar
nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan
Nasional.

(3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pemerintah ~ Kabupaten =~ mengembangkan dan melaksanakan  sistem informasi pendidikan
daerah secara online dan kompatible dengan sistem informasi pendidikan nasional yang
dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.

(2) Sistem “informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data
dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.

/3) Pemerintah Kabupaten mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan
sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
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(4) Sistem ‘informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk
menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara
‘ Satuan Pendidikan Formal dan Perdidikan Nonformal

Pasal 72

(1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara
pendidikan ronformal bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang
diselenggarakan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan
| bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
; b. Menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas

daya tampung satuan pendidikan,

c. Mensupervisi dan membantu satuan dan/atau  program  pendidikan  yang
diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan
nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang
diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional,

d. Memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi
sekolah/madrasah tingkat nasional/provinsi atau badan akreditasi nasional pendidikan
nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;

e. Tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan

‘r yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

1
I Pasal 73
1 .

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum,
! nenvelenaozraan  pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,
ﬂ pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi
‘ manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan
pendidikan nonformal.

| Pasal 74

’ (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan
standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan

! Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

i (3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada
orinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis
sekolah/madrasah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan.
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BAB VI
KURIKULUM

Pasal 75

(1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional
pendidikan.

(2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan
berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar
nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.

(3) Kurikulum: pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang
diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 76

(1) Kurkulum pada. satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan
nonforlma[l dapéi dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan
sesual (engan tuntutan dan  kebutuhan  dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.
/M Dannamhannan kirikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip sebagai herikut: B
a. Berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
b. Beragam dan terpadu;
¢. Tanggap terhadap perkembangan iimu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta budi
pekerti;
d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Menyeluruh dan berkesinarabungan,
Belajar sepanjang hayat,
. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
(3) Ketentuan iebih fanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. an )

1 J" St BABWI
PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

() A

Pasal 77

(1) Peserta didik SD/ML, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat:

2 Pindah satuan atau program pendidikan;
b.Mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau

berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik seba
ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

gaimana dimaksud pada

Pasal 78

(1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau bantuk lain yang sederajat dapat
mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang
terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.

(2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program
pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal

yang bersangkutan.
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AHAIA PENGANTAR
Pasai 79

(1) Bahasa ﬁéngantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa ‘asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk
meningkatkan kemampuan peserta didik.

- BABX
BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH
Pasal 80

(1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan
menengah dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(2) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan, dipilih melalui rapat dewan
pendidik dengan pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah.

(3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam proses
pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku lembar kerja sekolah (LKS) dan
buku referensi. '

(4) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila :

a. Ada perubahan standar nasional pendidikan
b. Buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah.

Pasal 81

(1) Pakaian seragam sekolah terdiri dari pakaian wajib dan pakaian pilihan/oebas rapi.

(2) Pakaian wajib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan
mengikuti yang berlaku secara nasional.

(3) Pakaian pilihan ditentukan oleh satuan pendidikan dan pemakaiannya tidak bersamaan dengan
pakaian wajib.

(4) Ketentvan lebih lanjut mengenai pakaian wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan dilarang melakukan penjualan buku
dan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan yang terbukti memaksa dan/atau
melakukan penjualan buku dan seragam sekolah kepada peserta didik dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundangan yang beraku.

(3) Pembelian buku teks pelajaran dan seragam sekolah diserahkan kepada peserta didik dan orang
tua di toko buku atau di koperasi satuan pendidikan.

BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83
(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tenaga profesiunal yang tugaceiya

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis  dan menindaklanjuti  hasil
pembelajaran.
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(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas melaksanakan
* administrasi;pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang
proses pendidikan pada satuan pendidikan,

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 84

iy
12

(1) Pendidijg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompefensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan
minimal S1 atau D IV.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah, meliputi:

a. Kompetensi Pedagogik
b. Kompetensi Kepribadian;
c. Kompetensi Profesional; dan
d. Kompetensi Sosial .
(4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik
setefah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat
(2) diatur dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 85

(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan péndidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati dengan
memperhatikan kescimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang
bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhendan pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ada diskriminasi.

i

Pasal 86

(1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar;. pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah

Kabupaten dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas
(" Pannnacan nendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan

‘ dasa?, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat,
dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan
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Pasal 87

(1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil
(PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan
pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan
dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

(2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 88

(1) Pemberfientian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
a. Meninggal dunia
b. Mencapai batas usia pensiun
¢. Permohonan sendiri
d. Diangkat dalam jabatan lain
e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama dua belas bulan dan/atau
o 4 _{.Berakhimya perjanjian kerja
(2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
b. Melanggar perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, dan/atau :
c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama satu bulan atau lebih secara terus-

menerus
(3) Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS berlaku ketentuan perundeng-

undangan tentang disipfin PNS

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan
Pasal 89

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga
kependidikan.

Pasal 90

(1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal  yang
diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,
meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja
dan disiplin.

(2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksuci pada
ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 91

(1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (1) yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. ‘

(2) Pembinaan dan pengembangan pendidik tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Kabupaten yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dilaksanakan
Bupati.

Pasal 92

(1) Pembinaan disiplin rendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Femerintah Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati.
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Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 93

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak
memperoléh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai

Negeri Sipil (PNS).
Pasal 94

Kesejahtef%an pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil
(Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuar

peraturanﬁperundang—undangan.

Pasal 95

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat
yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), berhak memperoleh penghasilan di
atas kebutuhun hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian
tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga
kependidikan bersangkutan. friateq e nrtrebecers
(2) Pemerintah Kabupaten d\a_pgtﬁ' memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan
lainnya kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
(3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
;! pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 96

" Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan 97 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 97

| (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja,
\ pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal
| dalam melaksanakan tugas.

(9) Pengharqaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau
dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda
jasa atau penghargaan lain.

(3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam

1 bentuk piagam, bintang, lencana, dan uang.

! | (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga
‘ kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan

Bupati.
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Bagian Ketujuh
Perlindungan
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3 peringungan hukum yang mencakup 'Brhadap NG KSAAAsan, aaman, penaaar
diskriminatif, intimidas:. atau perakukan tidak adil dan peserta didik, orangtua peserta didik,
masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;

b. perindungan profesi yang mencakup perindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga
profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik,
dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas,

c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko
gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

by Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi

Pasal 99

(1) Pendidik: dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah
yang bersifat mandii sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak
mengganggu tugas dan tanggung jawab.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan
dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.

(3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan profesi.

Bagian Kesembilan
Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 100

(1) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan, dapat meminta warga
negara asing yang memiliki iimu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau
sangat diperlukan sebagai pendidik.

(2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM
Paragraf 1

Pasal 101

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM, calon Kepala
Sekolah/Madrasah/PKBM pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten
dan masvarakat, selain memiliki standar kempetens| minimal dan kualifikasi juga harus memenuhi
persyaratan:

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; |

b. setia kepade Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 '

¢c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
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d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian
setempat;

e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;

f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan:

g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing  sekurang-kurangnya 4
(empat) tahun sejak diangkat menjadi pendidik:

h. harus mendapat persetujuan dari lembaga yang bersangkutan; dan

. lulus seleksi yang dilaksanakan secara terbuka oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh
Pemerintah Kabupaten.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepaia

Sekolah/Madrasah/PKBM selain memenuhi oersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga

harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemindahan dan Pemberhent:an

Pasal 102

(1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidkan menengah dan Kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah
Kabupaten dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

(2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dar pendidikan menengah yang diselenggarakan Departemen Agama,
dilakukan Kepala Kantor Departemen Agama.

(3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal  yang
diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 103

(1) Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, pada satuan
pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.

(2) Kepala  Sekolah/Madrasah/PKBM bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan kegiatan
pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta
memelihara sarana dan prasarana pendidikan.

(3) Kepala Sekolah/Madrasnli/PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12
(dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.

(4) Kepala Sekolah/Madrasah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan
budaya membaca bagi peserta didik.

(5) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara
periodik kepada Kepala Dinas atau Kepala Kantor Departemen Agama.

(6) Ketentuan febih fanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

(1) Xepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di
lingkungan sekolah/madrasah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada
komersialisasi pendidikan.
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i '
(2) Kepala Sekolah/madrasah/PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra
- sekolah/madrasah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 105

(1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/madrasah/PKBM  yang

persih, aman. tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta bebas rokok.

(2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan
tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohot dan penyalahgunaan narkotika
serta psikotropika.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan sekolah/madrasah/PKBM yang bersih,
aman, tertib, senat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta dilarang merokok, dan larangan
dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkortika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang—undangan.

Paragraf 4
Masa Jabatan Kepala Sekolah

Pasal 106
A ~f
~— (1) Tugas Tambahanvsebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama empat tahun
(2) Masa Tugas Tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang
dan diangkat kembali untuk satu kali masa tugas;
f (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dua kali masa tugas berturut-
. urut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas ,
% b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
(4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberi tugas sebagai Kepala
‘ Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan
berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuat dengan
ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Asosias!

Pasal 107

e 1] (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai i iri
I3 § : _ gai wadah yang bersifat mandiri.
(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan
3 rengembangkan kemampuan, sgrta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengena pelaksanaan pembentukan asosiasi Kepala Sekolah/ Madrasah/

: PKBM sebagaimana dimaksud d .
| andaaian. pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-

| \ BAB Xl
| PRASARANA DAN SARANA

Pasal 108

(1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan waji i
. jib menyediakan prasarana dan sarana yang mema i
untuk‘pendidikan pgnumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan Intgiektguai sos?:: I
o tla:,mosm;al, dan kejiwaan peserta didik. | ' '
engadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalarn  penyel idi
! ) . enggaraa
, gltakukan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, da?x M);syar%?(at. ST
(3) ; endayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai fujuan dan fungsinya menjadi tanggun
jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan. _—
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Pasal 109

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada

penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara
satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Departemen Agama.

(2) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan

perumjang-uu uarygai.
Pasal 110

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau  pelaku
usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarand pendidikan.

(2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

(1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis sesuai fungsinya.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan,
dan ijin penggunaan bangunan.

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan
tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.

(4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112
Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah: Kabupaten,
dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Xlll
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 113

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi " dilakukan terhadap peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, lembaga, dan
program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang,
satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 114

(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur
pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga
mandir  secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar
nasional pendidikan sesuai dengan katentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditaporkan kepada Bupati.

(4) '.embaga mandin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dapat melakukan fungsinya
satalah mendapatkan persetujuan Bupali.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
“dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Akreditasi
P, " Pasal 115 ' o
Pt el BT Vol Wy heal oty @ lpmefpa S £ LA
SLEN 1o

(1) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah merupakan Badan nonstruktural yang bersifat nirlba
dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Menteri.

(2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan kebijakan
operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pelaksanaan
akreditasi sekolah/madrasah.

(3) Pelaksanaan akreditasi pada sekolah/madrasah dilaksanakan setiap 5 {lima) tahun sekali.

(4) Untuk mendukung kegiatan akreditasi sekolah/madrasah Bantuan Akreditasi Nasional -
Sekolah/Madrasah mendapat dukungan sarana, prasarana dari Departemen.

(5) Pemerintah Daerah membantu mengalokasikan dana untuk pelaksanaan akreditasi .
sekolah/madrasah.

(6) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi diumumkan secara nasional oleh Badan Akrediasi

Nasional -Sekolah/Madrasah.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 116

(1) Sertifikat berbentuk ijazah dan serfifikat kompetensi.

(2) ljazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan
pendidikan yang terakreditasi.

o) Swiiinai aumpaicns! diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta
didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan
pekerjaan fertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan
terakreditasi atau lembaga sertifikasi. e

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar
nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.

(6) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

BAB XIV
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 117

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

2)  Pendanaan pendidikan  ditentukan  berdasarkan  prinsip keadilan,  kecukupan,
berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

'3)  Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan,
guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
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Bagian Kedua

% ' Sumber Pendanaan Pendidikan

Sumber pendanaan penyelenggaraan p
bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupa

Pasal 118

endidikan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten
ten dan masyarakat.

Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber
dari masyarakat, APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten,
Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela

pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan pe

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 119

raturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Anggaran pendidikan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1),

pendidikan kedinasan.

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana daru
dalam penyelenggaraan pendidikan yang

Republik Indonesia Tahun 1945.

selain gaji pendidik, dan biaya

rat untuk mendanai keperiuan mendesak
diakibatkan peristiwa tertentu.

Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang

diselenggarakan pemerintah dan/atau mas

Paragraf 2
Beasiswa

Pasal 120

yarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten danfatau masyarakat.

Peserta didik yang berprestasi dapat m

Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan/at

pendistribusian beasiswa sebagaiman
Bupati.

Ba

au masyarakat.

a pada ayat (

agian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Bupati berwenang dalam pengelolaan d

Bupati dapat melimpahkan wewenang

Pasal 121

sebagaimana dimaksud

emperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan

1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan

ana pendidikan yang berasal dari APBD.

pada ayat (1) kepada Perangkat

Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
Satuan pendidikan yang diselenggarakan fembaga pemerinta
dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya

Satuan pendidikan yang diselenggara

satuan pendidikan barwanang ditlam
jawabnya.

pangulolaan dand et

h berwenang dalam pengelolaan

kan masyarakat serta badan hukum penyelenggara

vlidikan yang manjadi- fangaing

Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada a
efia | did : yat (2), ayat (3) dan ayat (4),
dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabililas)pubﬁk.y W
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenal pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayaty(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

p—

BAB XV
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN
LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 122

Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan
satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 123

(1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal, wajib memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan.

{2) ljin penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:

a. ijin prinsip penyelenggarann pendidikan;
b. ijin operasional penyelenggaraan pendidikan.

(3) ljin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(4) ljin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
berdaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(R liin nanyalann0aran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipindahtangankan

dengan persetujuan Dinas Pendidikan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (?) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penambahan dan Pengintegrasian

: Pasal 124

(1) Penambahan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau
program  keahlian pada pendidikan menengah  kejuruan, dan pendidikan  nonformal
dilakukan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Pengintegrasian merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis
menjadi satu sekolah

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 125

(1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal  yang diselenggarakan Pemerintah  Kabupaten  dan/atau masyarakat yang tidak
memenuhi persyaratan dapat ditutup.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang tefah ditutup dilarang melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
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(3) Ketentuan  lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan di Bawah Pembinaan Kantor Departemen Agama

Pasal 126

Pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan di bawah pembinaan
Kantor Departeme Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pgmndang—undangan.

Bagian Keenam
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 127

(1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar yang diselenggarakan lembaga pendidikan
asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan ‘dan muatan lokal
bagi peserta didik.

(3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), dapat bekerjasama
dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik
dan tenaga kependidikan warga masyarakat.

BABXVI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 128

(1) Sefiap satuan pendidikan anak usia dini  pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib
melakuran penjaminan mutu pendidikan.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi
atau melampaui standar nasional pendidikan.

(3) Penjaminan mutu pen idikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang menmiliki target
dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 129

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama
dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB XVl
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 130

Pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan
~inimg pendidikan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan  dan masukan dari Dewan
Pendidikan, Komite Qekolah Madrasah dan orang tuawall

Pasal 131
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan harus memenuhi :

a Status badan hukum pengelola pendidikan dan status hak tanah,
b. Status personil dan aset termasuk kelengkapan sarana dan prasarana penunjang,

~
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Informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat,

. Pertanggungjawaban pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan,

Jumlah peserta didik tiap kelas pada sefiap satuan pendidikan berkisar 20 sampai dengan 40
peserta didik,

Mencapai 100 % atau lebih lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B
atau yang sederajat,

Mencapai 100 % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, Paket B atau
yang sederajat,

Mencapai 90 % sampai dengan 95 % peserta didik memiliki buku pelajaran di setiap mata
pelajaran. :

Mencapai 100 % anak usia 7 — 18 tahun masuk sekolah di jalur pendidikan formal maupun non-
formal,

Kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya S-1 kependidikan dan/atau sederajat,
Tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindaklanjuti satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak pengaduan, kritik dan saran diterima.

BAB XVill
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 132

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi  peran serta perseorangan, kelompok,
keluarga, ~organisasi profesi, ~pengusaha dan  organisasi kemasyarakatan ~ dalam
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber,
pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berbentuk  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan  dan pengendalian
penyelenggaraan pendidikan.

Peran serta  masyarakat ~ dalam pengendalian  mutu pelayanan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan,
dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan metalui dewan pendidikan dan komite
sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Pelaksanaan  peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ~ dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa
kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana dalam
penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan
pendidikan.

Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli
dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan
nonformal dan pendidikan informal.

Peran seta pengusaha sebaga sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas
prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggarean
pendidikan formal, pendidikan nanformal dan pendidikan informal.

Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberan
beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan
pendidikan informal.
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Pasal 134

.
.

(1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa
partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.

(2) Peranserta organisast profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan
Jembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.

(3) Peran serta dunia usahaldunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima
peserta didik dan/atau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan
sistem ganda, danfatau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi
pasangan.

(4) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa
penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 135

(1) Peran sefna gunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa
kerjasama dengan ‘satuan pendidikan datam penyediaan fapangan kerja, pemanfaatan hasil
penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.

(2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan,

bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 136

(1)  Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pen&'idikan, Pemerintah Daerah bersama
pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat
membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.

(2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan
Pasal 137

(1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam
peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi
.program pendidikan.
(2) Dewan Pendidikan  berfungsi memberikan  pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga,
prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.
(3) Dewan Pendidikan memperhatikan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam meningkatkan layanan
pendidikan. '
(4) Dewan Pendidikan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Dewan Pendidikan tingkat nasional,
propinsi maupun daerah lain dan lembaga pemerintahan.
(5) Dewan Pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Komite Sekolah/Madrasah
atau nama lain yang sejenis, kepala satuan pendidikan dan/atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam
rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pasal 138

(1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari para pokar pendidikan, praklisi pendidikan, tokoh
masyarakat, pengusaha, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan.
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(2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali,
_ kecuali masa jabatan Ketua hanya dapat dipilih satu kali.

(3) Anggota Dewan Pendidikan berjumiah sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.

(4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnyad terdiri atas masing-masing 1 (satu)
orang ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan berdasar jalur,
jenjang dan jenis pendidikan.

(5) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.

(6) Mekanisme pemilihan keanggotaan dan kepengurusan, serta mekanisme kerja Dewan Pendidikan
diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan.

Pasal 139

(1) Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dari sumber dana yang tidak mengikat.
(2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten bersama pengurus Dewan Pendidikan
dan masyarakat mengusahakan pencarian sumber dana bagi Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah / Madrasah
Fasal 140

(1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan

mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang bekerja secara mandiri dan independen.

(2) Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga,
prasarana dan sarand serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.

(3) Fungsi minimal Komite Sekolah/Madrasah adalah memberikan pertimbangan kepada satuan
pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, memberikan dukungan sumber daya pendidikan kepada
satuan pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan menjadi mediator konflik yang
melibatkan satuan pendidikan.

(4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan anak usia dini.

Pasal 141

(1) Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tuajwali, tokoh masyarakat,

pendidik, praklisi pendiaikan, alumni, wakil peserta didik, dunia usahafindustri, dewan guru yang

memilki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

(2) Masa jabatan anggota Komite Sekolah/Madrasah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

(3) Jumlah Anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing
1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggofta.

(5) Keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Bupati atau Kepala
Dinas yang ditunjuk.

(6) Mekanisme pemilihan anggota Komite Sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh panitia yang
dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan orang tua/wali.

(7) Pemilihan kepengurusan Komite Sekofah/Madrasah dipiih dari dan oleh anggota Komite
Sekolah/Madrasah.

(8) Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasi!
pemilihan kepada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas yangd menangani bidang
pendidikan sesuai kewenangannya.
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Pasal 142

(1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala
satuan pendidikan.

(2) Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon peserta didik dan
proses pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan.

(3) Tata cera peranserta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan
pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite

Sekolah/Madrasah.

Pasal 143

1) Pendanaan operasional Komite Sekolah/Madrasah berasal dari sumber yang tidak mengikat.

"

A

(2) Kepala satuan pendidikan bersama pengurus Komite Sekolah/Madrasah mengusahakan pencarian
sumber dana bagi Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 144

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang

pendidikan.
() remoenan poiiyhaigaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KERJASAMA

Pasal 145

(1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembag3
pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atay
luar negeri.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi,
dan pelayanan pendidikan.

(3) Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagairnana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bupati.
f‘ll {r~
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BABXX \ [ =

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN >

Pasal 146

(1) Ptemerintah] Kabupaten, Dewan Pendidikar, dan Komite Sekolah/Medrasah melakukan pengawasan
atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidik i ¢
kewenangan masing-masing. b O,

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada a ' insi i
yat (1), dilakukan d ¢
transparan dan akuntabel. " b ab s o
(3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan idi
pendidikan merupakan k ati
n )Fgang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas. d i
engawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan K
: antor D 2
Agama dilaksanakan Kepala Kantor Departemen Agama. : TN
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BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 147

(1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 12 ayat
(2) Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 104, Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 111 ayat
(1), Pasal 117 ayal (3), Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Penerapan sanksi administrasi dapat berupa :
a. peringatan tertulis;
b. pembatalan atau penundaan pemberian subsidi sumber daya pendidikan;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. pencabutan ijin operasional;
e. pencabutan ijin prinsip dan ijin operasional.

(3) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilimpahkan pada pejabat yang
ditunjuk. -

BAB XXII
SANKSI PIDANA
Bagian Pertama

Penyidikan

Pasal 148

(1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam Peaturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan  tugas  penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai  Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berwenang

menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya pelanggaran;

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

melakukan pényitaan benda dan atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

mendatangkan seorang ahli yang diperiukan dalam nubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah rmendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa terebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;

i, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

R

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan
penangkapan aan permohonan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

pemeriksaan tersangka;

penggeledahan,

penyitaan benda ( harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri );

pemeriksaan surat

pemeriksaan saksi,

pemeriksaan ditempat kejadian.

mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan, Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi
Negara Republik Indonesia

©meao o
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Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 149

(1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan
dalam, Pasal 113, Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BABXHt*
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 150

(1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Ketentuan pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 berlaku efektif 10 tahun sejak
ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dan sebelumnya Pemerintah Kabupaten mengusahakannya
secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2-7 - 2007

BUPATI KEDIRI,
ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 8 - 4 - 2008
Disalin sesuai dengan aslinya

UPATI KEDIRI
ETAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2007

NOMCR 13 "‘\‘-R,\ff Fp\ Y7
g T



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat

~ Kabupaten Kediri bertekad untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas melalui pendidikan

yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu
menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Karena itu upaya yang dilakukan adalah
melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan
pengelolaan  pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan _pemerintahan daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. )

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintahan Kabupaten Kediri menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu. cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kediri, adalah; (a) mengupayakan perluasan
dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi  seluruh masyarakat; (D)
membantu  dan  memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh.sejak usia dini sampai akhir
hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan
kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d)
meningkatkan koprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan iimu
pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan
internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di
bidang pendidikan, adalah: (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan
dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
(d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan
keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik
(memadai); (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan pringip pemerataan dan berkeadilan; (h)
penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan
olonorni manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (I) pusat pembudayaan
dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
Melalui strategi tersebut, diharapian tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan
berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan
pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga
masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperiukan Peraturan Daerah sebagai landasan
hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik
Pemerintahan Kabupaten Kediri maupun masyarakat.

. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pendidikan dengan sistern terbuka adalah pendidikan yang
diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas
satuan dan jalur pendidikan, berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak
jauh. :
Yang dimaksud dengan pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang
diselenggarakan dengan  berorientasi  pada pembudayaan, pemberdayaan,
pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cucup jelas.

Ayat (b)
Cukup jelas,

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat adalah
pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan
dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 4 ~

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar
nasional pendidikan, meliputi standar: isi, proses, kompetensi [ulusan, pendidik dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan
standar penilaian pendidikan.

Ayat (2) 5
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga
masyarakat penyandang cacat.

- Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan mental adalah
kelainan  dalam kemampuan intelektual yang dapat
menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat
dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan emosional adalah

kelainan dalam kemampuan emosional (ketidakpekaannya terhadap emosional)

Misalnya: - Tidak bisa membedakan di saat mana dia suka atau duka, marah yang
tidak terkendali atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang mengalami hambatan sosial dalam ayat

ini antara lain :

a. anak yatim dan/atau piatu yang secara ekonomi tidak mampu;

b. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan/atau sosial;

¢. anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal §
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang
penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana
dan sarana.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan
bagi peserta cidik yung mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat
dan waktu yang ditentukan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat(4)
Cukup jelas.

Ayat ()
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatin menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan

menengah.

Yang dimaksud dengan tutor adalah tenaga pendidik yang memberikan bantuan belajar
kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mandiri atau proses pembelajaran kelompok
pada satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pamong belajar adalah tenaga pendidik yang memberikan
penyuluhan, bimbingan. pengajaran, pelatihan, pengembangan model program pembelajaran,
alat pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.
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Yang dimaksud dengan instruktur adalah tenaga pendidik yang memberikan pelatihan teknis
pada kursus dan/atau pelatihan.

Yang dimaksud dengan fasilitator adalah tenaga pendidik yang memberikan pelayanan
pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial
adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan
keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan,
rekreasi maupun jaminan hari tua.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas,
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf b
Yang dimaksud dengan metode belajar yang sesuai adalah penggunaan metorde
- metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik warga belajar.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengelola satuan pendidikan adalah orang yang diberikan
tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan
pada satuan pendidikan.
Yang dimaksud dengan pengembang adalah seseorang yang diberi tugas atau
kewenangan sebagai tim perekayasa kurikulum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b '

Yang dimaksud dengan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan adalah
kemampuan minimal yang harus dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan dalam
rangka meningkatkan mutu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Hurufc
Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah spesifikasi teknis sebagai
patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh penyelenggaran pendidikan.

Huruf d '
Hintle mamberikan layanan dan kemudahan tanpa diskriminasi pada semua jenjang
pendidikan, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan
pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan secara selektif
memperhatikan potensi serta kebutuhan masyarakat guna mendorong penuntasan
wajib belajar sembilan tahun, menekan angka putus sekolah melalui penyediaan
beasiswa.

Huruf e
Cukup jelas.

& Huruf f
Menyediakan dana dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari
keluarga kurang mampu dan anak terlantar termasuk beasiswa untuk menarik anak
yang masih berada di luar sistem sekolah sebagai akibat kemiskinan.

Huruf g .
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
o Huruf m
Yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal.
Huruf n

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Huruf p

Cukup jelas.
Huruf q

Cukup jelas.
Huruf r

Cukup jeles.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3) _ :

Yang dimaksud dengan pendidikan umum adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang
diperiukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program
sarjana, dan pascasarjana yang diarahkan terutamakan pada penguasaan disiplin iimu
pengetahuan tertentu.

Yang dimaksud dengan pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program
sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan
persyaratan keahlian khusus,

Yang dimaksud dengan pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang
mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan
tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Bentuk lain yang sederajat antara lain Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-Kanak Al-
Quran (TKQ), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Ayat (3)
Bentuk lain yang sederajat antara lain Taman Bermain, Taman Balita, Taman
Pendidikan Anak Sholeh (TAPAS), dan pendidikan anak usia dini yang diintegrasikan
dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan umum di antaranya Taman Kanak-
Kanak (TK).
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan keagamaan di antaranya
Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan khusus di antaranya Taman Kanak-
Kanak Luar Biasa (TKLB).

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan TKQ adalah TK yang orientasi pembelajaran membaca Al-
Qur'an sejak dini.

Ayat (4)
Cukup jelas.



Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
~ Cukup jelas.
Ayat (4)
SMK dan MAK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerje.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) ;
Yang dimaksud program keahlian adalah unit terkecil pada sekolah menengah
kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan
karakteristik keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan di dunia usaha dan industri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah berbagai pihak
yang terkait dengan program keahlian seperti asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia
industri terkait

Pasal 34
Cukup jelas.



Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah daerah
meliputi; bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam ketentuan yang berlaku, bantuan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, serta bantuan lain sesuai dengan kemampuan

‘ Pemerintah Daerah.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
- yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang sejenis adalah kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren, sekolah Theologia dll.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kecakapan personal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan
dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam
pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri,
kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan

dalam menghadapi tantangan dan problema seria kecakapan dalam mengatur diri.
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Yang dimaksud dengan kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup,
kecakapan terhadap penguasajn ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai
dengan bidang yang dipelajari, berpikir knitis dan kreatif, kecakapan melakukan
penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Yang dimaksud dengan kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup
kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,
kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup
kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan
profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan
pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) B
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Pendidikan informal diselenggarakan dalam rangka meletakan dasar-dasar kesiapan
hidup peserta didik sobariai anggota masyarakat karena itu aturannya merupakan
tanggung jawab keluarga peserta didik, melalui keikuitsertaan dalam kelompok belajar,
kursus, atau kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji
sendin atau mandiri

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
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Vapg diraksud dergar cerdicikar terarst premasicral adaiah ool cenvelerqgaraan
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dapat dilakukan melalui kerjasama Pemenntah Daerah dengan lembaga pendidikan
asing yang diakui atau direkomendasikan Pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan
bertaraf internasional merubah satuan pendidikan yang sudah ada menjadi satuan
pendidikan yang bertaraf internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah pendidikan
yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensi dan kekhasan Kabupaten Kediri.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (I)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kelas inklusif adaiah layanan pendidikan yang memberikan
kesempatan bagi peserta didik yang berkelainan/kendala fisik untuk belajar bersama-
sama dengan peserta didik normal di satuan pendidikan formal.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa adalah peserta didik yang memiliki potensi jauh di atas rata-rata dalam salah
satu atau lebih kemampuan; akademik, seni, olahraga, kepemimpinan, dan lainnya
yang relevan.
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Penetapan peserta didik yang dimaksud dilakukan oleh ahli yang relevan.

Ayat (4)

Cukup jeias.

Ayat (9)

Cukup jeias.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Ayat (

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi; karakteristik, sistem
pembelajaran peserta didik, persyaratan pendirian satuan dan/atau program

‘pendidikan, sarana dan prasarana harus mengacu pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan

_yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pendidikan keagamaan

lslam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghuchu harus mengacu pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Cukup jelas. .

Cukup jelas.

Cukup jelas.

1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Yang dimaksud dengan memdasilitasi  adalah memberikan bimbingan, arahan,
pedoman, rekomendasi, ijin operasional (pembukaan, penutupan dan

penggabungan pendidikan), bantuan/subsidi, pendanaan  serta peralatan
pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
\ Cukup jelas
\ Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas,
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi
tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana
dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai
kumulatif dar standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh sefiap satuan
pendidikan.
Yang dimaksud dengan manajemen non berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk
otonomi satuan pendidikan, Dalam hal ini Kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu
Komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis/madrasah dalam mengelola
sekolah/madrasah :

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.



Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tidak diperuntukkan bagi pendidikan
Informal.

Avat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa Indonesia. Bagi siswa kelas
1 s.d. IIl dapat menggunakan bahasa ibu sebagai media pembelajaran. Bahasa ibu
disini dapat menggunakan bahasa daerah yang dikuasai peserta didik.

Ayat (2)
Yang dimaksud bahasa pengantar selain bahasa Indonesia adalah bahasa asing yang
dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83 -

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh
seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran. atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta
memerlukan pendidikan profesi. =

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah yang merefleksikan
kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai
pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang
diampunya sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.
Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampiian,
dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik daiam
melaksanakan tugas keprofesionalan.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan kompensasi pedagogik adalah kemampuan guru dalam
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi :
a. pemaharnan wawasan atau landasan kependidikan;

b. pemahaman terhadap peserta didik;

c. pengernbangan kurikulum/silabus;

d. perancangan pembelajaran,

e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis,

f.  pemanfaatan teknologi pembelgjaran;

g. evaluasi belajar; dan

h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya.

Huruf b

Kompetensi kepribadian sekurangnya mencakup kepribadian yang :

a. mantap,

b stabil

c. dewasa;

d. arif dan bijaksana;

e. jujur;

f.  berwibawa;

g. berakhlak mulia,

h. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;

I secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan

J.  mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam
penauasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Huruf d
Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk
berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama
guru, orangtua/wali perserta didik dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)
Yang dimaksud pelaksana uji kelayakan dan kesetaraan adalah lembaga yang
ditetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kemampuan keahlian
seseorang dan menentukan kesetaraan keahlian tertentu dengan penggolongan
jabatan guru.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pemerataan dan atau
meningkatkan mutu pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak ada diskriminasi adalah menurut pertimbangan gender,
agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya
dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.
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Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan :
a. jabatan lain untuk pendidik adalah jabatan-jabatan di luar jabatan fungsional
pendidik.
b. jabatan lain untuk tenaga kependidikan adalah jabatan-jabatan di luar tenaga
kependidikan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Ayal (1)
Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan
bercirikan agama menjadi tanggung jawab Kantor Departemen Agama.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan resiko lain adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan
kerja jesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104

Ayat (1)
Yang dimaksud komersialisasi pendidikan adalah memanfaatkan sumber daya satuan
pendidikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok dan/atau
perusahaan.

Ayat (2)
Kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi di kalangan
pelajar adalah kegiatan yang rnenjadikan sumber daya satuan pendidikan yang tidak
sesuai dengan misi pendidikan seperti pembuatan sinetron dan/atau fiim yang
menvisualisasikan pelajar secara vulgar, sensual, brutal, kriminal, pelaku sex bebas,

" dan sebagainya.

Pasal 105
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Ayat(1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.



Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga adalah penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan.

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Evaluasi peserta didik mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Evaluasi kognitif
dilakukan dengan tes tertulis, evaluasi efektif dan psikomotoris dengan tes perbuatan

atau nontes.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi antara lain :

a. biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasanana dan sarana pendidikan,
pengembangan sumber daya manusia;
b. biaya operasi pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor:
c. biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik
untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Yang dimaksud peristiwa tertentu adalah kejadian-kejadian, yang tidak terduga seperti
bencana alam, kebakaran dan kerusuhan sosial.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
_Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124 _ -
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelaksana pendidikan adalah peran serta masyarakat sebagai
fasilitator penyelenggara, penilai, dan pengawas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.



Ayat (3) :

Yang dimaksud institusi pasangan adalah lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia
usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi yang menjadi mitra SMK dalam
penyelenggaraan pendidikan sistem ganda.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
- Cukup jelas.

Pasal 147
Cukupjelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukupjelas.

Pasal 151
Cukup jelas.
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